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	Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of social assistance programs in poverty alleviation and to identify the factors affecting the accuracy and equitable distribution of social assistance in Bonto Makkio Village, Rappocini District, Makassar City. This study employs normative legal research using a legal memorandum approach. The data consist of primary and secondary data obtained through library research and field research, which were analyzed qualitatively and descriptively. The results show that social assistance programs have made a positive contribution to helping poor communities meet their basic needs, increasing purchasing power, and improving access to health and education services. The programs also contribute to poverty reduction and the reduction of social inequality. However, their effectiveness has not been fully optimal because problems remain concerning the accuracy and equitable distribution of assistance. The main factors affecting distribution include inaccurate and outdated beneficiary data, insufficient public socialization and information, weak supervision mechanisms, and inadequate coordination between central and regional governments. These conditions may result in inaccurate targeting, discrimination, social jealousy, conflicts of interest, and declining public trust in government. Therefore, regular updating and verification of beneficiary data, integration of data systems, stronger supervision and transparency, improved public communication, and more effective coordination are necessary to ensure that social assistance is distributed accurately and contributes more optimally to poverty alleviation.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan serta pemerataan penyalurannya di Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan legal memorandum. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial telah memberikan kontribusi positif dalam membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan daya beli, serta memperbaiki akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Program tersebut juga berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Namun, efektivitas program belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat persoalan dalam ketepatan dan pemerataan penyaluran bantuan. Faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi ketidakakuratan dan ketidakmutakhiran data penerima, kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat, lemahnya mekanisme pengawasan, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidaktepatan sasaran, diskriminasi, kecemburuan sosial, konflik kepentingan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan pemutakhiran dan verifikasi data secara berkala, integrasi sistem pendataan, penguatan pengawasan dan transparansi, peningkatan sosialisasi, serta koordinasi yang lebih efektif agar program bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran dan memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pengentasan kemiskinan.
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PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan salah satu persoalan sosial yang masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya kemampuan ekonomi, tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan akses terhadap sumber daya yang dapat meningkatkan taraf hidup. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan membutuhkan kebijakan pemerintah yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan. 
Dalam perspektif negara hukum dan negara kesejahteraan, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konstitusi menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pemenuhan tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan sosial, termasuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Salah satu bentuk konkret kebijakan tersebut adalah pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. 
Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program bantuan sosial diarahkan untuk membantu individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mampu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf kesejahteraannya. Dalam praktiknya, pemerintah telah mengembangkan berbagai program bantuan sosial, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan sosial tunai, dan program bantuan pendidikan. 
Pada tingkat daerah, pemerintah memiliki peranan penting dalam memastikan kebijakan bantuan sosial dapat diterapkan secara tepat sesuai dengan kondisi masyarakat. Pemerintah daerah menjadi salah satu unsur utama yang bertanggung jawab dalam mengatasi persoalan sosial di wilayahnya, termasuk memastikan bahwa program pemberdayaan dan bantuan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang memenuhi kriteria penerima. Karena itu, pelaksanaan bantuan sosial tidak cukup hanya ditinjau dari ketersediaan program, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, transparansi, dan mekanisme pengawasannya. 
Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar merupakan salah satu wilayah yang menjadi objek kajian mengenai pelaksanaan program bantuan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial di wilayah tersebut memberikan kontribusi dalam membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan juga berperan dalam meningkatkan daya beli masyarakat serta membantu memperluas akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. 
Manfaat tersebut menunjukkan bahwa bantuan sosial memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar memberikan bantuan ekonomi sementara. Ketika disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bantuan sosial dapat menjadi instrumen untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, memperbaiki akses terhadap kebutuhan dasar, dan mengurangi ketimpangan sosial. Penelitian juga menunjukkan bahwa program bantuan sosial memiliki kontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial. 
Namun, efektivitas program bantuan sosial sangat ditentukan oleh ketepatan penyaluran. Program yang secara normatif ditujukan untuk membantu kelompok miskin dapat kehilangan efektivitas apabila penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Ketidakakuratan data penerima menjadi salah satu persoalan utama karena distribusi bantuan pada dasarnya bergantung pada kualitas data yang digunakan pemerintah dalam menetapkan penerima manfaat. Data yang tidak akurat, tidak terintegrasi, atau tidak diperbarui dapat menyebabkan bantuan diterima oleh pihak yang kurang berhak, sementara masyarakat yang seharusnya menerima justru terlewatkan. 
Permasalahan ketepatan sasaran juga ditemukan dalam pelaksanaan bantuan sosial di Kelurahan Bonto Makkio. Penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data penerima dan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan. Proses pendataan yang kurang terbuka, lambannya validasi, serta penggunaan data yang tidak lagi menggambarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara aktual dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan. 
Selain persoalan data, kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat turut memengaruhi ketepatan penyaluran bantuan. Informasi mengenai tujuan program, kriteria penerima, mekanisme pendaftaran, dan bentuk bantuan yang tersedia belum selalu disampaikan secara memadai. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan menyebabkan sebagian kelompok yang sebenarnya memenuhi kriteria tidak mengetahui atau tidak memahami mekanisme untuk memperoleh bantuan. 
Permasalahan lain adalah lemahnya mekanisme pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan mekanisme pengawasan dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan, seperti pemotongan dana penerima, penerima yang tidak mendapatkan bantuan, dan dugaan pungutan dalam proses penyaluran. Padahal, pengawasan diperlukan untuk memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan tujuan program. 
Ketidaktepatan dan ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial juga mempunyai dampak sosial dan hukum. Penelitian menemukan bahwa masyarakat yang seharusnya memperoleh bantuan tetapi tidak menerimanya dapat mengalami rasa ketidakadilan dan kecemburuan sosial. Kondisi tersebut dapat berkembang menjadi konflik kepentingan, terutama ketika masyarakat melihat penerima bantuan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya atau terdapat persepsi bahwa kedekatan dengan aparat kelurahan atau desa memengaruhi penerimaan bantuan. 
Dampak lainnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat menemukan adanya ketidaksesuaian antara kriteria dan penerima bantuan atau melihat adanya dugaan kecurangan dalam penyaluran, legitimasi kebijakan sosial pemerintah dapat menurun. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakakuratan data dan berbagai persoalan dalam penyaluran menyebabkan sebagian masyarakat memandang bahwa pemerintah tidak menjalankan tugasnya secara baik dalam memastikan bantuan diberikan secara adil. 
Persoalan ketepatan penyaluran juga dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Berbagai jenis bantuan sosial berasal dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Ketika masing-masing program menggunakan sistem pendataan dan mekanisme yang berbeda, dapat terjadi tumpang tindih data penerima maupun ketidakselarasan waktu penyaluran. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dan kebingungan di masyarakat. 
Dalam konteks ini, kualitas birokrasi menjadi salah satu faktor penting. Struktur birokrasi yang baik diperlukan agar proses pendataan, verifikasi, penetapan, dan penyaluran bantuan dapat dilakukan secara sistematis. Penelitian merekomendasikan perbaikan struktur birokrasi pada bagian penyaluran bantuan sosial, penggunaan model penginputan data yang lebih akurat, serta kerja sama yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah. 
Ketepatan penyaluran juga membutuhkan pemutakhiran data secara berkala. Data sosial-ekonomi masyarakat bersifat dinamis sehingga perubahan kondisi ekonomi, status pekerjaan, komposisi keluarga, dan kondisi sosial lainnya perlu tercermin dalam basis data penerima bantuan. Penelitian menekankan pentingnya memperbarui data masyarakat dan data UMKM agar kesalahan sasaran dapat diminimalkan dan bantuan diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria. 
Di sisi lain, bantuan sosial juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, bukan semata-mata sebagai bantuan yang bersifat konsumtif. Penelitian mencatat bahwa bantuan sosial dapat membantu pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi terdapat pula tantangan berupa ketergantungan masyarakat terhadap bantuan serta belum optimalnya orientasi bantuan pada kemandirian ekonomi. Karena itu, bantuan sosial idealnya dipadukan dengan pelatihan keterampilan, akses modal, dan program pemberdayaan agar manfaatnya dapat berlangsung secara berkelanjutan. 
Dalam perspektif hukum, pelaksanaan bantuan sosial harus memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Bantuan yang diberikan pemerintah harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan dilaksanakan berdasarkan kriteria serta mekanisme yang jelas. Dengan demikian, efektivitas kebijakan bantuan sosial tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari kesesuaian penerima, transparansi proses, mekanisme pengawasan, dan dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa program bantuan sosial di Kelurahan Bonto Makkio memberikan kontribusi positif terhadap upaya pengentasan kemiskinan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan daya beli, dan akses terhadap pelayanan kesehatan serta pendidikan. Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat persoalan dalam ketepatan penyaluran, terutama akibat ketidakakuratan data, kurangnya sosialisasi dan informasi, lemahnya mekanisme pengawasan, serta kurangnya koordinasi antarpemerintah. 
Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif program bantuan sosial dengan implementasinya di lapangan. Di satu sisi, bantuan sosial dirancang sebagai instrumen perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin; di sisi lain, kelemahan dalam pendataan, penyaluran, pengawasan, dan koordinasi dapat mengurangi efektivitas program dan bahkan menimbulkan dampak sosial berupa diskriminasi, konflik kepentingan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat. 
Oleh karena itu, efektivitas program bantuan sosial perlu dianalisis tidak hanya berdasarkan kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan, tetapi juga berdasarkan ketepatan penyaluran kepada masyarakat yang berhak. Ketepatan sasaran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan bantuan sosial karena menentukan apakah sumber daya publik benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang menjadi tujuan program.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis efektivitas program bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan dan ketepatan penyaluran di Kelurahan Bonto Makkio, Kota Makassar. Fokus penelitian dikembangkan dari dua persoalan utama dalam Tugas Akhir, yaitu peran program bantuan sosial dalam mengentaskan kemiskinan dan faktor penyebab ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian hukum administrasi pemerintahan dan kebijakan sosial, khususnya mengenai pelaksanaan program bantuan sosial sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendataan, memperkuat sosialisasi dan transparansi, meningkatkan mekanisme pengawasan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memastikan bantuan sosial disalurkan secara tepat sasaran, adil, dan berkelanjutan. 
METODOLOGI PENELITIAN 
2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian aspek hukum mengenai peran program bantuan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan serta persoalan ketepatan penyalurannya kepada masyarakat. Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum, konsep, dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan legal memorandum. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peran program bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan serta berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan ketidakmerataan dan ketepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
2.2 Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Lokasi tersebut dipilih sebagai wilayah kajian untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan program bantuan sosial, kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan, serta persoalan yang berkaitan dengan ketepatan penyalurannya kepada masyarakat.
2.3 Jenis dan Sumber Data
Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama pada lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian, antara lain buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berkaitan langsung dengan bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan.

2.4 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan materi penelitian. Penelitian lapangan dilakukan melalui pengamatan langsung serta mempelajari dan menganalisis materi yang menjadi objek penelitian.

2.5 Teknik Analisis Data
Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif dan deskriptif. Analisis dilakukan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai pelaksanaan program bantuan sosial, kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan, serta faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan dan pemerataan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
2.6 Fokus Penelitian
Penelitian difokuskan pada dua aspek utama, yaitu efektivitas program bantuan sosial dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Kelurahan Bonto Makkio serta faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmerataan atau ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Bonto Makkio Kota Makassar
Program bantuan sosial merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kesejahteraan. Dalam konteks penelitian di Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, keberadaan program bantuan sosial memiliki posisi penting sebagai instrumen kebijakan dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Bonto Makkio. Bantuan yang diterima masyarakat miskin membantu memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga penerima. Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa bantuan sosial mempunyai fungsi nyata sebagai instrumen perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.

Peran bantuan sosial tidak hanya terlihat dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dari peningkatan daya beli masyarakat. Bantuan yang diterima dapat mengurangi sebagian beban pengeluaran rumah tangga sehingga sumber daya ekonomi yang tersedia dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain yang bersifat penting. Dengan demikian, bantuan sosial memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat penerima dan dapat membantu mempertahankan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga miskin.
Dalam bidang kesehatan dan pendidikan, bantuan sosial juga memberikan manfaat bagi masyarakat penerima. Penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial berkontribusi terhadap perbaikan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kondisi tersebut penting karena kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas hidup.
Dengan demikian, bantuan sosial memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar memberikan bantuan dalam bentuk uang atau barang. Program tersebut dapat menjadi instrumen untuk membantu masyarakat menghadapi risiko sosial sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan. Dalam perspektif kebijakan sosial, manfaat tersebut menjadi penting karena masyarakat miskin sering menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.
Efektivitas program juga terlihat dari kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Penelitian menyimpulkan bahwa bantuan sosial membantu menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial. Artinya, ketika bantuan diberikan kepada kelompok yang tepat, program tersebut dapat berfungsi sebagai instrumen redistribusi dan perlindungan sosial yang memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Namun, efektivitas program bantuan sosial tidak dapat hanya diukur dari keberadaan dan besarnya bantuan yang diberikan. Efektivitas juga bergantung pada ketepatan sasaran, transparansi, pengawasan, dan kesinambungan program. Penelitian menunjukkan bahwa ketidaktepatan sasaran menjadi salah satu persoalan utama dalam implementasi bantuan sosial. Masih terdapat kondisi ketika masyarakat yang secara ekonomi relatif mampu menerima bantuan, sedangkan masyarakat miskin yang lebih membutuhkan justru tidak memperoleh bantuan.
Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan erat antara efektivitas program dan kualitas pendataan penerima bantuan. Data menjadi dasar penting dalam menentukan siapa yang berhak memperoleh bantuan. Ketika data tidak akurat, tidak terintegrasi, atau tidak diperbarui, maka proses penyaluran berpotensi tidak sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Penelitian menempatkan kesalahan pendataan sebagai salah satu faktor utama penyebab bantuan tidak tepat sasaran.
Dalam konteks Kelurahan Bonto Makkio, persoalan tersebut juga berkaitan dengan ketidaksesuaian antara data penerima dan kondisi faktual masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa proses pendataan yang kurang terbuka dan lambannya validasi dapat menyebabkan data yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan tidak lagi sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat pada saat bantuan disalurkan. Akibatnya, terjadi ketidaktepatan dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan.
Selain itu, efektivitas bantuan sosial dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap program. Kurangnya sosialisasi mengenai tujuan program, kriteria penerima, mekanisme pendaftaran, dan bentuk bantuan dapat menyebabkan masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat akses masyarakat yang berhak menerima bantuan, tetapi juga dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai dasar dan mekanisme penentuan penerima.
Efektivitas juga berkaitan dengan mekanisme pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang belum jelas dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam proses penyaluran, seperti pemotongan bantuan, tidak diterimanya bantuan oleh masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima, maupun dugaan pungutan dalam proses penerimaan bantuan. Oleh karena itu, pengawasan merupakan bagian penting untuk memastikan agar bantuan yang telah ditetapkan benar-benar diterima oleh masyarakat sesuai dengan haknya.
Di samping itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas bantuan sosial. Banyaknya program yang berasal dari berbagai tingkat pemerintahan berpotensi menimbulkan tumpang tindih apabila sistem pendataan dan mekanisme penyaluran tidak terintegrasi. Penelitian mencatat adanya ketidaksesuaian data antara pemerintah pusat dan daerah serta tumpang tindih penerima berbagai program bantuan yang dapat mengurangi efisiensi penyaluran.
Jika dilihat dari perspektif keberlanjutan, bantuan sosial juga menghadapi persoalan ketergantungan penerima. Bantuan yang hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek belum tentu menghasilkan perubahan sosial-ekonomi yang permanen. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian penerima dapat menjadi bergantung pada bantuan sehingga tujuan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, bantuan sosial perlu dipadukan dengan program pemberdayaan, peningkatan keterampilan, dan akses terhadap modal usaha agar masyarakat secara bertahap mampu meningkatkan kemandirian ekonominya.
Dalam konteks tersebut, bantuan sosial seharusnya tidak hanya dipandang sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat. Penelitian menegaskan perlunya mengombinasikan bantuan sosial dengan pelatihan keterampilan dan akses modal usaha agar penerima manfaat dapat lebih mandiri secara ekonomi. Pendekatan tersebut memungkinkan manfaat bantuan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan sementara, tetapi berkembang menjadi peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.
Dari perspektif hukum, pelaksanaan program bantuan sosial juga harus memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, kepastian, transparansi, dan akuntabilitas. Bantuan yang diberikan negara harus memberikan manfaat kepada masyarakat yang menjadi sasaran program dan dilaksanakan berdasarkan kriteria serta mekanisme yang jelas. Dengan demikian, efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga oleh kesesuaian antara tujuan program, penerima manfaat, mekanisme penyaluran, dan hasil yang diperoleh masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa program bantuan sosial di Kelurahan Bonto Makkio telah memberikan manfaat nyata dalam pengentasan kemiskinan, khususnya dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan daya beli, memperluas akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi ketimpangan sosial.
Meskipun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh persoalan ketepatan data, sosialisasi, transparansi, pengawasan, koordinasi, dan keberlanjutan pemberdayaan penerima manfaat. Dengan kata lain, keberhasilan program bantuan sosial di Kelurahan Bonto Makkio tidak hanya bergantung pada tersedianya bantuan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah memastikan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Oleh karena itu, efektivitas program bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan di Kelurahan Bonto Makkio dapat dinilai telah memberikan hasil positif, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek ketepatan sasaran dan tata kelola penyaluran. Pemutakhiran data penerima secara berkala, penguatan sistem data yang terintegrasi, peningkatan transparansi dan pengawasan, penguatan komunikasi kepada masyarakat, serta integrasi bantuan dengan program pemberdayaan menjadi langkah penting agar manfaat bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan dan Pemerataan Penyaluran Bantuan Sosial di Kelurahan Bonto Makkio Kota Makassar
Ketepatan dan pemerataan penyaluran bantuan sosial merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Bantuan yang tidak diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria akan mengurangi manfaat program dan dapat menimbulkan persoalan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu ketidakakuratan data penerima, kurangnya sosialisasi dan informasi, lemahnya mekanisme pengawasan, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. 
Faktor pertama adalah ketidakakuratan data penerima bantuan sosial. Data menjadi dasar dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Apabila data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, maka penyaluran bantuan berpotensi salah sasaran. Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang secara ekonomi relatif mampu tetapi menerima bantuan, sementara masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan justru tidak memperoleh bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas dan aktualitas data memiliki pengaruh langsung terhadap ketepatan penyaluran. 
Ketidakakuratan tersebut juga berkaitan dengan data yang tidak terintegrasi dan tidak diperbarui secara berkala. Penelitian mencatat adanya ketidaksesuaian antara data yang digunakan pemerintah dengan kondisi aktual masyarakat di lapangan. Dalam beberapa kasus, data penerima bantuan masih didasarkan pada data lama yang tidak lagi menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat saat bantuan disalurkan. Akibatnya, masyarakat yang kondisi ekonominya telah berubah dapat tetap tercatat sebagai penerima, sedangkan masyarakat yang baru mengalami kondisi miskin belum masuk dalam basis data penerima. 
Persoalan berikutnya adalah kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat. Informasi mengenai tujuan bantuan, kriteria penerima, tata cara pendaftaran, serta mekanisme penyaluran merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dari aparat kelurahan/desa dan petugas terkait menyebabkan masyarakat tidak memperoleh pemahaman yang memadai mengenai program bantuan sosial. Kondisi tersebut dapat menimbulkan miskomunikasi dan menyebabkan masyarakat yang seharusnya berhak tidak memahami mekanisme untuk memperoleh bantuan. 
Kurangnya informasi juga dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai kriteria penerima bantuan. Masyarakat dapat menganggap bahwa penerimaan bantuan ditentukan secara tidak adil ketika tidak mengetahui dasar penetapan penerima. Karena itu, keterbukaan informasi dan komunikasi yang jelas menjadi bagian penting dalam menciptakan penyaluran bantuan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Faktor ketiga adalah tidak jelasnya mekanisme pengawasan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa proses penyaluran berlangsung sesuai dengan ketentuan dan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang telah ditetapkan sebagai penerima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan mekanisme pengawasan dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan, termasuk pemotongan dana, penerima yang tidak menerima bantuan, dan dugaan pungutan dalam proses penyaluran. 
Lemahnya pengawasan juga berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial. Apabila tidak terdapat mekanisme pengawasan yang jelas mengenai siapa yang melakukan pengawasan, bagaimana pengaduan ditangani, dan bagaimana hasil pengawasan ditindaklanjuti, maka potensi penyimpangan akan semakin sulit dikendalikan. Dengan demikian, pengawasan harus menjadi bagian integral dari setiap tahap program, mulai dari pendataan dan penetapan penerima hingga distribusi bantuan dan evaluasi hasilnya.
Faktor keempat adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian menunjukkan bahwa banyaknya program bantuan sosial yang berasal dari berbagai tingkat pemerintahan dapat menimbulkan ketidaksesuaian dan tumpang tindih data. Perbedaan sistem pendataan dan mekanisme penyaluran menyebabkan sebagian masyarakat dapat menerima lebih dari satu jenis bantuan sementara masyarakat lain tidak memperoleh bantuan yang seharusnya diterima. 
Koordinasi yang lemah juga berpengaruh terhadap sinkronisasi kebijakan dan waktu penyaluran. Berbagai program bantuan dapat dilaksanakan pada waktu yang berbeda dan menggunakan mekanisme yang tidak seragam. Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan di masyarakat dan menyulitkan pemerintah dalam melakukan pemantauan secara terpadu terhadap keseluruhan bantuan yang diterima setiap keluarga atau individu. 
Selain faktor utama tersebut, terdapat persoalan birokrasi dan mekanisme pendataan yang turut memengaruhi pemerataan penyaluran. Penelitian merekomendasikan perbaikan struktur birokrasi pada bagian penyaluran bantuan sosial serta penerapan model baru dalam penginputan data penerima agar proses penetapan dapat dilakukan dengan lebih akurat. Birokrasi yang lebih tertata diharapkan dapat mengurangi kesalahan administratif dan memastikan bantuan diberikan berdasarkan kondisi penerima yang sebenarnya. 
Faktor lainnya adalah perubahan kebijakan yang tidak konsisten. Perubahan kriteria maupun mekanisme distribusi tanpa komunikasi yang memadai dapat menimbulkan ketidakpastian bagi penerima manfaat. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan mengenai kriteria dan mekanisme distribusi dapat membingungkan masyarakat serta memperlambat efektivitas program. Oleh karena itu, kebijakan bantuan sosial membutuhkan konsistensi dan evaluasi berkala agar pelaksanaan program tetap terarah dan dapat dipahami oleh masyarakat. 
Ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial pada akhirnya menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Salah satu dampaknya adalah diskriminasi atau rasa ketidakadilan di antara masyarakat. Masyarakat yang memenuhi kriteria tetapi tidak menerima bantuan dapat merasa diperlakukan berbeda dibandingkan mereka yang menerima bantuan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan memperlemah hubungan sosial di lingkungan masyarakat. 
Dampak lainnya adalah konflik kepentingan dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi penerima dan bantuan yang diterima dapat memunculkan anggapan bahwa kedekatan dengan aparat memengaruhi penetapan penerima. Persepsi tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menimbulkan anggapan bahwa proses penyaluran bantuan tidak dilaksanakan secara objektif. 
Dalam konteks hukum pemerintahan, ketepatan penyaluran bantuan sosial harus didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian, transparansi, dan akuntabilitas. Penetapan penerima harus memiliki dasar yang jelas, dapat diverifikasi, serta terbuka terhadap mekanisme koreksi dan pengaduan. Dengan demikian, masyarakat yang merasa belum memperoleh haknya dapat mengajukan keberatan dan pemerintah memiliki mekanisme untuk melakukan verifikasi serta perbaikan data.
Berdasarkan hasil penelitian, upaya perbaikan ketepatan penyaluran perlu dilakukan melalui pemutakhiran dan verifikasi data secara berkala, penerapan sistem data yang lebih terintegrasi dan berbasis digital, penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, penguatan sistem komunikasi dan distribusi, serta penguatan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. 
Perbaikan tersebut harus disertai dengan pemberdayaan masyarakat, agar bantuan sosial tidak hanya menyelesaikan kebutuhan jangka pendek tetapi juga memberikan jalan menuju kemandirian ekonomi. Penelitian merekomendasikan kombinasi bantuan dengan pelatihan keterampilan dan akses modal usaha sehingga penerima manfaat memiliki kesempatan meningkatkan kapasitas ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan. 
Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa ketepatan dan pemerataan penyaluran bantuan sosial di Kelurahan Bonto Makkio dipengaruhi oleh kualitas data, efektivitas sosialisasi dan informasi, kejelasan mekanisme pengawasan, koordinasi antarpemerintah, kualitas birokrasi, serta konsistensi kebijakan. Apabila faktor-faktor tersebut diperbaiki secara terpadu, maka program bantuan sosial akan lebih mampu mencapai kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pengentasan kemiskinan. Sebaliknya, apabila persoalan tersebut tidak ditangani, ketidakmerataan penyaluran dapat terus menimbulkan diskriminasi, konflik kepentingan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan dan Ketepatan Penyaluran di Kelurahan Bonto Makkio Kota Makassar, dapat disimpulkan bahwa:
1. Program bantuan sosial telah berperan secara positif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Bonto Makkio. Bantuan sosial memberikan kontribusi signifikan dalam membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan daya beli, serta memperbaiki akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Program tersebut juga berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh persoalan ketepatan sasaran, kualitas data, pengawasan, transparansi, koordinasi, dan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat. 
2. Ketepatan dan pemerataan penyaluran bantuan sosial masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor utama yang memengaruhinya adalah ketidakakuratan dan ketidakmutakhiran data penerima, kurangnya sosialisasi serta informasi kepada masyarakat, tidak jelasnya mekanisme pengawasan, dan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hambatan tersebut dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran, menimbulkan diskriminasi dan kecemburuan sosial, memicu konflik kepentingan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 
Dengan demikian, efektivitas program bantuan sosial sangat ditentukan oleh ketepatan penyaluran kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria penerima. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan pemutakhiran dan verifikasi data secara berkala, integrasi sistem pendataan, peningkatan transparansi dan pengawasan, penguatan sosialisasi kepada masyarakat, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah. Bantuan sosial juga perlu diintegrasikan dengan pelatihan keterampilan dan akses modal usaha agar tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.
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